BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2011

V' TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN PERUBAHAN AN GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang
Mengingat
éz,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARIJO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan Camat dalam hal
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perlu menetapkan Pedoman
Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota
Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik = Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389); '

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 4 Tahun 2006 Seri E) ;

10. Peraturan Dagrah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 Seri E) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pedoman, Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 Seri E) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 78) ;

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 tentangPedoman Teknis
Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada
Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 18) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

& -k e

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan
desa. !
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pendapatan Desa adalah mehputl semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Belanja desa adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oieh desa.

Pembiayaan desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan
kegiatan yang akan dilaksanakah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah
dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat
mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa, dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat
menetapkan, dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

- Penjabaran APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan

Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa yang telah
disetujui BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
disetujui BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat
membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa
paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Pasal 3

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditindaklanjuti oleh

Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun
Anggaran sebelumnya.
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Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditindaklanjuti oleh
Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Camat
membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud sekaligus menyatakan
tidak diperkenankan melakukan perubahan APBDesa dan tetap berlaku APBDesa Tahun
Anggaran Berjalan.

Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pernyataan berlakunya pagu
APBDesa Tahun Anggaran sebglumnya atau tetap berlaku APBDesa Tahun Anggaran
Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Camat.

z Pasal 5

Camat melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa atau Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan APBDesa kepada Bupati.

Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani Camat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

. penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Juni 2011

BUPATI SIDOARJO,
ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2! JuL( 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUPY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 28




to LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 28 TAHUN 2011
TANGGAL : 30  JUNI 2011

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SERTA RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A Pendahuluan \

Pasal 6 Ayat (6) dan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 78 tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

(\ mengamanatkan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan
desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran
APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa
dilakukan oleh Camat.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan
evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil
evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Desa maupun pelaksana
evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan
dengan aturan main dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

.B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para Camat dalam memberikan

penilaian terhadap rancangan evaluasi peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan

peraturan desa tentang perubahan APBDesa, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu

tersusunnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang

perubahan APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
C tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian
kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan
peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa
dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan
kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa;

2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas
desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang
APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan
peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa
tentang penjabaran perubahan APBDesa. ‘

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan
dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang
perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau
rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa ;

¥




2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan
rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan
APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan
peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa ;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi
yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan
desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran
APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa
dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) ; \

4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten
dan Desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa Tahun ANggaran
berkenaan dan digunakan sgbagai acuan dalam penetapan angaran pendapatan, anggaran
belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

C

1. Persiapan Evaluasi
a. Tim Evaluasi

1) Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 tahun 2008 tentang Pelimpahan
sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, Bupati melimpahkan kewenangannya
dibidang evaluasi APBDesa kepada Camat ;

2) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, Camat membentuk tim evaluasi dengan
jumlah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat ;

3) Tim evaluasi adalah pejabat struktural di lingkungan Kecamatan yang memiliki
kompetensi untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang
APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau
rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan
kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa ;

4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPA
(-\ Kecamatan .

b. Dokumen Evaluasi

1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
APBDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tlga) hari kerja
disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

2) Penyampaian rancangan sebagaimana dlmaksud pada angka 1) disertai dengan
dokumen evaluasi sebagai berikut:
a) Nota Pengantar Raperdes APBDesa dari Kepala Desa kepada BPD ;

b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa;

-¢) RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;

d) Risalah Rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan RAPBDesa Tahun berjalan ;

e) Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

f) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

g) daftarjumlah perangkat desa.
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2. Pelaksanaan Evaluasi

1

2)

3)
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Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan

APBDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja

disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala

Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan

dimaksud. \

Apabila pelaksanaan evaluasi melampaui batas waktu tersebut, Kepala Desa dapat

menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes

menjadi Peraturan Desa.

Dengan surat pengdntar, Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada angka 2)

disampaikan kepada desa yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Bupati Sidoarjo |,

b. Inspektur Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan keputusan camat sebagaimana dimaksud pada angka 2) tersebut diatas

maka Kepala Desa dan BPD menyempurnakan dan selanjutnya menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes tersebut

menjadi Peraturan Desa dan menjadi dasar bagi Sekretaris Daerah untuk

mengundangkannya dalam berita daerah.

Penyempurnaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti penyempurnaan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Peraturan

Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes, maka Camat membatalkan

Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan :

a. berlakunya APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya, untuk Peraturan Desa
tentang APBDes; atau

b. tidak diperkenankan melakukan perubahan APBDesa dan tetap berlaku
APBDesa Tahun Anggaran Berjalan, untuk Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDes.

3. Pelaporan

Camat melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau
rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan Kepala
Desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran perubahan APBDesa kepada Bupati.

Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil
evaluasi ditandatangani oleh Camat.




W

eSO Lep uereqefuad
ueyedniow Suek eSO NI
Suejuoy esog epedoy uesmndoy

133un yiq9o| Suek ueduepun-3uepuniod
ueinjerod ueSuop uerensasdy uep ‘wnwn uedunuadoy

vav IVdLL /VAV e |unyey uep Jowou ueduop Isng ‘B wnwn veSunuodoy ue3uop uerensasoy ‘e | UeSUop uerensosoy BLIOID eped uedIesepip Isen[eAy ‘i
ef10y ey (e3n) ¢ ewre] Surfed 1sen[easlp
yewre) epeday eso(q yeyunowod ynmun jewe) epedoy ueyiredwresip ‘esa e[edoy]
uep esoqgdy  UeSueouey  jeins 1Sen[eAlIp ymun esoqgdy | Yolo uedelanp wnjeqes ‘qdg Ue3usp ewesiaq Infmosip
VAV JMVALL /VAV | ueredureAuad eSSue] uep JowoN isn( | ueSueouey ueredureAuod nprem  uejedojoy | Yelel Suek soqgdy Suejuo) eso( ueinjelod uegueouey ‘¢
ueydejoyp uojednqedy] qg9dv
esa(qgdV uedueouey depeyio) esoqgdV | yelows uenq (myes) [ jeque| Suijed ueyueydejanp
Vav JIVALL /VAV | ewesioq uenfmyesiod  [e38ue] 1snq | ueSueouey ueunsnAuad npjem  uejedoey| [ SSqddV Sueuo)  es3q uemeidd  ueSuedsuey T
eseqddyv
pefuowr  ueydeyp ymun  esoqddVv
Suejus) eso ueInjeIog uedueoury depeylo)
add cwmasaox [e83ue, | uenfmosiog Sueuey gdg uesmndoy o
Vav AVAIL/vay -o| TP 1OWON UBHNCWRLp uep ISHA “Bso(
- oo yeyuLowag uep (dd Yolo essggdyV Suejusy
ueseqequiad  BIeOE EIIRQ Sede weg weEeRg Wieery Em«%ﬁ_wam q
vav M<QH..H /Nay -q| WeIEs uepdwep wep 1snd q e[edoy] uep ueyerokuad ejou repssip ‘qdd
epedoy] unsnsip ye[o) Suek esa(q urIMRISg
eSo(IgdV ueSueoury ueyesokuad .
VAV IVALL /VQy ‘el wou [e3Sue], uep JowoN IS ® ueBueouey .:S:ma&a%:o& esoq eedoy e eures1oq uenfiasiod jedepuowr eun3
‘ ! UBSEEQUIS] UEP ESOEJV SUeIaL seqeqip ymun (qdg epedoy esog eredoy ueyreduwsesip
Gueoury ueredwelusg ’ y ~ -
L § eseq ueImeldd  ue : soqgdy Suejuey essq ueimeidd  ueSueouey 7 1
mm<DA<>m~_ TISVH ISVO'TVAH NVIV'TINAd ISVN'TVAT YA LINVIVd ISVOA'IVAY WALV

VSAd VONVTII NVA NVLVdVANId NVIVIOIONV NVHVENTHd NVA
VSAd VONVTII NVA NVLVAVANAd NVIVIOINY ONVINIAL VSHA NVIANLVIAd NVONVONVYH
ISVA'TVAH TISVH NVA NVIVTINAd YALINVIVd THALVIN




Wy

N

Sueyjuoy  (gdg  uesmndoy o

¢ eso(qdd VY Ueseyequiag
vleoy ejueg edey yepesny p
¢ eso(g ueun3uequISg BUBOUDY
yeremeAsnjy [ISey UBYIeSepIoq
BSOQINfdY Wep uereqefuad
ueyedniowr Suek esoqdy

esedddVv
uereqefuod Sueud)  eSo(g
eledoy] ueimeiod uUeSueOoURY
uep esoqddv Sueyuy
Bs9( Uuemgerdg ueSueoury °q

‘ adg epeday
eso( efedoy uep eso(qddv
sopiodey ueyerokusd ®ION B

: mrek
IsenfeAd  uowmyjo(J  ‘isenjeAq
W] Yo[o BWILISYP Ue[d} ‘ISen[eAd
uowmop UeynIN[esay e[iqede
deySuo] 1senjeas  wowMOQg
- Isen[eAaip yedep
e33uryes dexy3uo| yepns isenjeaq
wi], yojo ewdp Suek uswnjop
grunjaes yeyede prjousw ynjun
ueypnsYewIp ISen[eAd udwWnop
uedeySuojey  ueesyLOWR]

(T

(I

uere33ue mnpynns yodse
uep ueyeliqey yodse ‘seyyeds| yodse ‘Isensiurwpe jodse
mred “jodse jedwo wrep wipio) IsenjeAs dny3ulp Sueny °g

NVALNALA
VSIS
WNTad  /HvdAdnSs

ueSuepun-3uepuniod uernmjerod
ueunsnAuad SIUNO) UBIENSISOY UBp
soqgdy ueunsniuad jrexrs) wnyny
Iesep uerensasoy ueduop IS
(uexndurerip) dd

rwWEsIoq BSO(] e[edoy] Yoo unsnsip
Sued eso( ueunuequUIdJ BUBIUY
yeremeAsnjy  [Isey  UeIesepIoq

{IsenfeAd

uswnyop uedex3usyoy ueesyLowod
133un yiqo[ Suek

ueSuepun-Suepuniod ue3uSp uUBIENSISSY




W

~

uBNju)oY rensas
umpaq /yepns eSo(qgdVvd
ueredure uad ue3uap
redures ueseyequiad
uedeye) JejI9)  IseIBN

uenlnjesiad ysjosadip yeleles
eliley uey (eby) ¢ elujequel

-Jequeles ueledweAuad
uep esaqgdvy ueyesabuad
saso.d uedeye} uep

nplem sejeq Buejus} nyepsq
BueA uenjuajay uebuap Ngesis)
uswnyop enwsas ueledweAuad
|eb66uey uexbuipueg

(e yniny
G eybue eped jngasie} uswnyop
enwsas uelidwe] uedeybualey uep
|e66ue} ‘Jowou sisijeue uep W1

‘seyi[edo] uep IsensiuIWIpe ISBN[BAS °q

14

-dexy3usj Suek
ISeN[EA9 USWMOp  UeURq-UBYRq
AUBWILISNP UBNJIESBPIOq I[BqQUISY
Sunyip 1sEN[EAS NPEM Sejeq eyew
dexy3uo| yepn uswmnyjop [ey wejeq
- ‘1dex3uoyIp v108os ymun
ueynySuesioq Suek esop yejunowad
epedoy ueyiequoSuow  e1o80s
1senjeaq wi], eyew ‘dey3us| yepn
ISEN[BAS USWIMOP Neje ueFueinyoy
uBNUIUSW uedey3uoyoy
ueesyLowad [isey e[iqedy
‘esop jexSueied yejunl reyeq -3

¢ eso(] yejuLIowo el1oy]

eje], uep IsesiuediQ Jmynng
Sueyu BSo( ueimeIdd J

"Bso(d

ueinjero 1pefuow ueydeyoyp

ymun  esaqddv ~— Sueuo

eSO Uueineldd uedueOURY

depeyioy uenlnyosiad

(7

(¢




s

uee[o[a3usd
Suejuay [0z unye)
¢¢ JIowou mnedng
ueIIRIOg Tensos
wnjeq /yepns BSd(Q
uejedepusd mpnag (1)

uejedepusd 1senjeay (e

BS9(J ueduenay]
ueegjojofued  UBWOPS]
Sueyuay 010z unyel, S¢
JowoN nedng ueimeIog
1ensas wnfeq /yepns

esoqddVv mpmag (g

‘ue3uepun-3uepuntod
ueinjerod  ue3uop  rensss
yers} uep  uBjumuesip
ye@l  esop  uejedepuod
yeyede sisijeue3uaw )

‘ueyedepuod 1senjeas yeysue

eso(q ueeAeiqudgd (o

uep ‘eso( efuejog “(q

‘esoq uejedepuod (e

:Liep LpIo) Suek uenjesoy

nes ueyedniow (esaqgdy) ®sed
efuejog uep uejedepusq uere33uy
‘eso ueSuenay  ueejo[aSudgd
uBWIOpod Sueyuay 0102
unye], ¢ JowoN hedng ueimeisd
ueyJeseploq esoQgdy  Inpnns
BIRJUR URIBNSASAY Isen[eAdfuow
jymun ‘esoqgdV Inpjnug isenjeaq

(e

(T

f

uejeliaq unye] seqgdvy
uebuap esagdiy
elejue uejexa}ay Iseleu

- uejeliaq
unyel]  seQddvy uebusp
esa(dyy kelejue uejexia)ey
Isejeu eJjedss Cmv__DQE_w

: eso(qgdV weep Suenjio)
Sued wuejerdoy uwep weiSoid
ueeuesye[dd Isueisqng  ueguop
eSO IO EIBUY  ISU9)ISISUOY
uep ISe[aI0y SISI[euRIp ‘esaqddV
ueyefiqey 1sen[eadSuow  ymun)

s esoqgdV uexeliqay Isenfeaq (1

‘eso(gdV Inpnus uep ueyeliqay isenjead o

Iseleu ejedas ueyindwig
‘ewesiaq




Mgy

‘eso(q
ueSuenoy]  ueejo[oSudd
uewopad Surjuoy

010C unuye] G¢ JOWON
nedng ueinjeldd IeENSIS

wnq /yepns  esa(g
ueedeiqund Mg

ueeleiquid 1senfeaq (9

eso(q
ueSuenoy] ueejo[odudd
uewopad Surjuo)

010Z unye], S¢ IOWON
nedng ueijeisd Suejusy
Tensas  wnjaq /yepns

eso( elueppg mpnng
efuefog 1seneaq (q

H BUILIS)p
SueA yepwnl rensos
ueywmuedslp  wnjaq
/yepns uajedngey]
Lep ue3uenay|
uemueqg eBMOS Yeideq
ISNqUIdl  UBp YeIOR(]
Yeled [isey 18eg ‘aqv (7)

eS9(] ueduenay|

¢ esg(q ueSuenay|

uee|o[a8usg uewopad Sueyus) 010T
unye] G¢ JowoN hedng ueinjersd
weep Imelp  eueweredeqss
‘uefeiquiad stuaf stuaf
Suejuo) ue3uepun-3uepuniod
wemerod  eped  ueynjedoy
:nndijowr ueye ueeleiquiod
uere33ue  depeyisy)  IsenjeAqg

‘ueeAeiquiog uered3uy isenjeAq

uejer3oy uep weidoid
ymuaq wefep esep eluedq
refeiquow  ymun  ueyeun3ip
‘QunsSue] epn uep Suns3ue|
efuejoq nndijow eAwnpnns Juek
ueuepun Suepuniod ueimjerad
ueSugp ensos  ye[d}  efuejoq
uere33ue  1seuojul _ueifeAuad
yexede nijouowrefueaq IsenjeAg

eluejog 1senjeayq

pwILIANp Suek
gejwnf 1Enses uUBYWNUROIP
gepns  esog  IedSueidd
ue[isey3uod ue3uelun],
ymuoq wepep udednqey
uep ueduendy uenjueq
egos  yelogg  Isnqupol
uep yeweq efed [isey
18eg ‘aqav eweydl ‘DpRL  (7)

6]

(]

i



CONTOH KEPUTUSAN CAMAT TERHADAP HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KOP SURAT

e

~ TENTANG
\

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN......DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DESA...... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ..........

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dan Rancangan Peraturan Kepala
Desa........ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran .............. , perlu dievaluasi agar tidak bertentangan
dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 78 tahun 2008
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Camat...... Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa .......
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ........
dan Rancangan Peraturan Kepala Desa ........... tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat |l Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembetukan
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 4 Tahun 2006 seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 seri E).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

MEMUTUSKAN:

. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ................... tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dan Rancangan
Peraturan Kepala Desa...... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....... adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN DESA

a.

b.
c.
d
e

Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp. i,
Bagi Hasil Pajak Kabupaten; Rp. coiiiiins
Bagian dari Retribusi Kabupaten; Rp. o,
Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. oo

Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten dan Desa lainnya; Rp. o,
Hibah;

Sumbangan Pihak Ketiga. Rp. ooveeeen.
Jumlah Pendapatan (1] o T

BELANJA DESA

a.

Belanja Langsung, terdiri dari:

1). Belanja Pegawai Rp. coovveieens

2). Belanja Barang dan Jasa Rp. .o

3). Belanja Modal; Rp. .oovveienn..
Jumlah Belanja Langsung Rp. ccecvieeieennee

Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:
1). Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Rp. ................

2). Belanja Subsidi Rp. oo,

3).Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) Rp. ................

4).Belanja Bantuan Sosial Rp. i

5).Belanja Bantuan Keuangan Rp. oo

6). Belanja Tak Terduga; Rp. coeeeeeenennn..
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. coceveiininnenns
Jumlah Belanja Rp. o,

Surplus/(Defisit) (24« T
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

. Ill. PEMBIAYAAN.

a. Penerimaan "Rp. e
b. Pengeluaran Rpe e
Jml Pembiayaan : RP. ....coivvvrndin

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan : Rp. .....................

» Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa ..................... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dan

Rancangan Peraturan Kepala Desa...... tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ........ sebagaimana tersebut
pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini. \

: Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan

penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa ...... tentang APBDesa
Tahun Anggarah .............. berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

: Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa .......... tentang APBDesa
Tahun Anggaran ............ .dan Rancangan Peraturan Kepala Desa
............. tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran ..................
menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa akan dilakukan
pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa
Tahun Anggaran........

: Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ....... yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa ....... Tentang APBDesa Tahun
Anggaran.......... Dan............ Peraturan Kapala Desa ........... tentang
Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran ........... , sah apabila memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ...............
padatanggal ..............

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.




CONTOH LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KOP SURAT
%

Sidoarjo,  Januari 2011

Kepada
Nomor o141 /404. . 12010 Yth. Sdr. Bupati Sidoarjo
Sifat : Penting di
Lampiran : - \ SIDOARJO
Perihal . Laporan Hasil Evaluasi
Raperdes APBDesa
(\: Bersama ini disampaikan dengan hormat hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran
...... (sebagaimana keputusan Camat terlampir) terhadap desa-desa :
1. Desa......
2. Desa............
3. dst
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon agar diundangkan dalam
berita daerah terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut
diatas
Demikian untuk menjadikan maklum
CAMAT.......ccecveueuee.
O Nama Terang
Pangkat
Nip.
Tembusan Yth :
1. Sdr. Inspektur Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Sidoarjo;
3. Sdr. Kabag. Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo
BUPATI SIDOARJO,
ttd
H. SAIFUL ILAH
¥




